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Pendahuluan
Salah satu bentuk dari kebudayaan yang terus dilakukan oleh
masyarakat ialah melakukan prosesi budaya hajatan yang mana
di Indonesia ini memiliki berbagai macam dan jenis hajatan.
budaya hajatan sering kali dilaksanakan dengan menggunakan
beberapa jenis fasilitas umum, fasilitas umum yang kerap kali
digunakan yaitu jalan umum. Kebiasaan masyarakat
menggunakan jalan umum sebagai tempat pelaksanaan
budaya hajatan ini seringkali menimbulkan beberapa
problematika yaitu dengan menggunakan jalan umum seringkali
menimbulkan kemacetan yang merugikan masyarakat lain,
bukan hanya itu saja problematika yang muncul lainnya ialah
terkait kewenangan pemberian izin pelaksanaan budaya hajatan
itu sendiri.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin keramaian?

2. Bagaimana prosedur permohonan izin keramaian?

3. Bagaiamana implementasi PP 60/2017 TTg tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan
keramaian umum, kegiatan Masyarakat lainnya dan pemberitahuan politik di kabupaten
Gresik?
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Hasil
1. Kewenangan pemerintah dalam penerirbitan izin keramaian

2. Prosedur permohonan izin keramaian

3. Implementasi izin keramaian di kabupaten Gresik
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Pembahasan
A. Kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin keramaian
• pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Berkuasa atau kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, juga
termasuk dapat tidak melakukan sesuatu.

• Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, dan untuk menyelesaikan permasalahan negara membentuk UU No
30/2014 tentang administrasi pemerintahan

• UU 30/2014 mengatur beberapa aspek yang terkait administrasi pemerintahan di
Indonesia, salah satu yang telah diatur yaitu terkait kewenangan pemerintahan

• kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah public

• Dalam menjalankan tugasnya pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya memiliki kewenangan pemerintahan yang didasari oleh peraturan perundang-
undangan

• pasal 7 ayat 1 UU 30/2014 menyatakan bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk
menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.
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Pembahasan
• Kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh oleh badan atau pejabat

pemerintahan melalui yang telah diatur didalam UUD 1945 atau UU

• kewenangan delegasi ini diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada
badan dan/atau pejabat pemerintahan laiinya dengan dilakukannya penetapan berupa
instrumen Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Maka
dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada penerima kewenangan delegasi ini

• badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat apabila ditugaskan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatasnya dan merupakan pelaksanaan
tugas rutin. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang
melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis
yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian,
dan alokasi anggaran. Maka dari itu konsepsi pertanggungjawaban berada pada
pemberi mandat.
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Pembahasan
b. Prosedur permohonan izin keramaian.

• Kepolisian sebagai alat negara yang menajaga keamanan dan ketertiban Masyarakat,
melindungi, mengayomi, menjaga serta menegakkan hukum

• UU 2/2002 ttg Kepolisian

• PP 60/2017 ttg tata cara perizinan …. Didalamnya terdapat setiap kegiatan Masyarakat
yang menimbulkan potensi mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat, dan
menggunakan fasilitas umum, memerlukan izin yang dimohonkan kepada kepolisian

• Persyaratan administratif

1. Proposal kegiatan

2. Persetujuan penanggung jawab

3. Rekomendasi instansi terkait

• Izin keramaian bersifat kewenangan komulatif pada kepolisian negara
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Pembahasan
c. Implementasi izin keramaian di kabupaten Gresik
• Di masyarakat setempat masih menjadi hal yang kurang diketahui oleh masyarakat umum

terkait bagaimana mekanisme pengajuan perizinan keramaian yang ada di Gresik yang
menjadikan masih belum tertibnya pengajuan izin permohonan keramaian secara
administratif di Kabupaten Gresik ini. Salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang sering
diadakan oleh masyarakat setempat adalah terkait hajatan yang diselenggarakan di
sekita tempat tinggal yang mana sering terjadi pula kegiatan tersebut menggunakan
fasilitas umum. Dalam rangka mengadakan sebuah hajatan, pastinya memperlukan izin
untuk memperoleh legitimasi hukum atau kepastian hukum terhadap kegiatan tersebut.
Pemahaman yang terjadi di masyarakat setempat terkait permohonan perizinan yaitu
masyarakat masih melakukan permohonan izin keramaian dengan permohonan secara
lisan melalui kepala dusun setempat untuk menggunakan fasilitas umum disekitar rumah
mereka.

• Di Kabupaten Gresik tersendiri masih belum memiliki instrumen khusus yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah yang mengatur hal tersebut secara khusus melainkan di
Kesatuan Intelkam Polres Kabupaten Gresik telah memberikan informasi terkait mekanisme
pengajuan surat izin keramaian yang telah tercantum dalam website nya di
http://intelkamgresik.com/izin-keramaian/ namun di laman website tersebut masih belum
jelas mekanisme dan tahapan yang terperinci seperti yang telah diatur dalam PP 60/2017
ini.
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Pembahasan
• Dengan belum adanya instrumen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan

masih sering terjadinya pengajuan proses permohonan izin keramaian yang diajukan oleh
masyarakat setempat masih dengan menggunakan lisan kepada pimpinan tertinggi di
lingkungan tersebut yang mana masih dimohonkan kepada pemerintah desa setempat
secara lisan walaupun itu menggunakan jalan umum penghubung desa dengan kota
gresik. Kemudian pemerintah desa setempat juga tidak mengeluarkan surat tertulis untuk
memberikan rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang diajukan oleh
masyarakat.

• belum adanya instrumen peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah
setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik. Apabila disuatu wilayah belum
memiliki aturan yang mengatur secara khusus maka dapat mengikuti aturan yang ada
diatasnya dalam bahasa hukum merupakan asas “lex superior derogat legi inferiori”.
Begitupun dengan Kabupaten Gresik, maka dalam hal mekanisme pengajukan
permohonan izin keramaian maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah
ada yaitu Peraturan Pemerintahh Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan
Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan
Pemberitahuan Kegiatan Politik
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Kesimpulan
• Dalam proses penerbitan izin keramaian untuk kegiatan masyarakat memperlukan surat

izin yang diterbitkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
memperoleh surat rekomendasi dari instansi terkait dengan urusan tertentu.

• Dalam mengajukan permohonan izin keramaian terdapat syarat administratif yang perlu
dilengkapi oleh pemohon, dan apabila syarat telah terpenuhi maka Kepolisian Negara
Republik Indonesia harus mengeluarkan surat izin atau Surat Tanda Penerimaan
Permohonan (STTP) atas sebuah kegiatan yang telah dimohonkan, dan apabila syarat
tidak terpenuhi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengembalikan
persyaratan dan memberikan surat penolakan terkait permohonan izin keramaian
tersebut.

• Problematika permohonan izin keramaian di Kabupaten Gresik, dalam mengajukan
permohonan izin masih dilakukan secara lisan dan diajukan kepada polo atau kepala
dusun setempat. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah ada instrumen pengaturan
terkait permohonan izin keramaian

• Problematika lainnya yang terjadi di Kabupaten Gresik yaitu masih terjadi kekosongan
hukum atau belum adanya instrumen pengaturan yang menunjuk atau memberikan
delegasi kewenangan yang jelas terkait instansi apa yang memang berhak mengeluarkan
surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian yang telah diajukan oleh masyarakat.
Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakjelasan terkait instansi mana yang berhak
mengeluarkan surat rekomendasi atas permohonan izin keramaian tersebut.
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